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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada Bab sebelumnya, penyusun dapat menarik kesimpulan terkait dengan 

“PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

(BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI 

KOTA LUBUK SIKAPING” 

1. Dasar hukum Bappeda. 

Secara Normatif sudah jelas dipaparkan baik dalam bentuk Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur 

yang terkait dengan perencanaan pembangunan Nasional maupun pembangunan 

daerah. Akan tetapi secara Empiris belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana 

yang telah dijelaskan dalam peraturan yang ada. 

2. Tugas dan Peranan Bappeda dalam perencanaan pembangunan Kota Lubuk 

Sikaping 

Kedudukan Bappeda Kota Lubuk Sikaping dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah merupakan suatu Badan yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Kepala Pemerintahan di 
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daerah. Sedangkan fungsi Bappeda merupakan badan yang bertugas menyusun 

atau membuat suatu perencanaan kebijakan pembangunan di daerah. 

3. Sistem Koordinasi dan hambatan-hambatan Bappeda Kota Lubuk Sikaping. 

 a. Sistem Koordinasi 

Dalam melakukan rencana pembangunan di daerah, Bappeda Kota Lubuk 

Sikaping berkoordinasi dengan seluruh SKPD yang ada di daerah dan melibatkan 

masyarakat secara langsung. Koordinasi antara Bappeda Kota Lubuk Sikaping 

dengan masing-masing SKPD yang ada di daerah dilakukan oleh masing-masing 

bidang yang ada dalam struktur organisasi Bappeda sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing. 

b. Hambatan-Hambatan. 

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa, dalam melakukan perencanaan 

pembangunan di daerah, Bappeda Kota Lubuk Sikaping banyak mengalami 

hambatan-hambatan antara lain sebagai berikut: 

1) Masih belum adanya keterpaduan atau sinergitas program-program nasional 

yang dilakukan di daerah. 

2) Komitmen kabupaten/kota dalam melaksanakan program-program strategis di 

Provinsi terjadi karena Kabupaten/kota mengalami keterbatasan dana. 
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B. Saran. 

Pada bagian akhir ini, Penyusun ingin menyampaikan saran yang sekiranya 

bisa menjadi masukan bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal 

ini antara lain sebagai berikut: 

1. Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya, Bappeda Kota Lubuk 

Sikaping tetap Mengacu pada aturan-aturan Yang sudah ada. 

2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dan Bappeda Kota Lubuk Sikaping 

lebih dan terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dan 

Masyarakat yang ada di wilayah Kota Lubuk Sikaping. 

3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dan Bappeda Kota Lubuk Sikaping 

mencari solusi atau Alternatif mengenai keterbatasan dana yang ada demi 

tercapainya tujuan pembangunan di daerah sesuai dengan visi dan misi 

pembangunan Daerah Kota Lubuk Sikaping. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


